





ANALISIS KESESUAIAN PRINSIP SYARIAH DALAM 
PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA DAN PERHITUNGAN BAGI 
HASILNYA PADA 
BANK BRI SYARIAH (PERSERO) 














JURUSAN AKUNTANSI  









ANALISIS KESESUAIAN PRINSIP SYARIAH DALAM 
PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA DAN PERHITUNGAN BAGI 
HASILNYA PADA 
BANK BRI SYARIAH (PERSERO) 
 
 
sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh 
gelar Sarjana Ekonomi 
 
disusun dan diajukan oleh 
 
 





























ANALISIS KESESUAIAN PRINSIP SYARIAH DALAM 
PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA DAN 
PERHITUNGAN BAGI HASILNYA PADA 
BANK BRI SYARIAH (PERSERO) 
 
 
disusun dan diajukan oleh: 
 
 















Drs. H. Amiruddin., M.Si.,Ak Drs. M. Christian Mangiwa.,Ak 
NIP.  19641012 198910 1 001 NIP. 19581110 198710 1 001  
 
 
Ketua Jurusan Akuntansi 






Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si 






ANALISIS KESESUAIAN PRINSIP SYARIAH DALAM 
PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA DAN 
PERHITUNGAN BAGI HASILNYA PADA 
BANK BRI SYARIAH (PERSERO) 
 
disusun dan diajukan oleh: 
 
 
RANTO ARI PRATAMA 
A31107057 
telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi 
pada tanggal 02 Mei 2013 




No. Nama Penguji Jabatan Tanda Tangan 
1. Drs. H. Amiruddin., M.Si.,Ak Ketua 1 ................  
2. Drs. M. Christian Mangiwa, M.Si., Ak Sekretaris 2  ...............  
3. Drs. Muh. Ashari, M.SA, Ak Anggota 3  ...............  
4.  Anggota 4  ...............  
5. Muhammad Irdam Ferdiansyah, S.E., M.Acc Anggota 5  ...............  
Ketua Jurusan Akuntansi 





Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si 






Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 
 nama : Ranto Ari Pratama 
 NIM : A31107057 
 jurusan/program studi : Akuntansi 
 
dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul 
 
ANALISIS KESESUAIAN PRINSIP SYARIAH DALAM 
PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA DAN PERHITUNGAN BAGI 
HASILNYA PADA 
BANK BRI SYARIAH (PERSERO) 
 
 
adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah 
skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk 
memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya 
atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang 
secara tertulis dikutip dalam naskha ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan 
daftar pustaka. 
 
Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan 
terdapat unsure-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan 
tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
(UU No. 20. Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70). 
 
   Makassar, 21 November 2012 
   Yang membuat pernyataan 
 








Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 
segala limpahan berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penulisan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu 
persyaratan guna memperoleh gelar sarjana ekonomi jurusan Akuntansi pada 
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar 
Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam penyajian skripsi ini, terdapat 
banyak kekurangan, baik berupa isi maupun cara penyajiannya. Oleh karena itu, 
penulis sangat menghargai setiap masukan dan koreksi yang berguna dalam 
rangka perbaikan skripsi ini. 
Dalam penyusunan skripsi ini, tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang 
penulis hadapi, akan tetapi berkat kuasa Tuhan serta bimbingan, pengarahan, dan 
bantuan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi 
ini. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima 
kasih yang tulus dan rasa hormat kepada: 
1. Ayahanda Rusli,S.H.,M.Si dan Ibunda Dyah Retno Adiati,S.Pd atas setiap 
motivasinya untuk segera menyelesaikan kuliah kami. 
2. Bapak drs. H. Amiruddin., M.Si.,Ak dan bapak drs. M. Christian 
Mangiwa.,Ak selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan 
petunjuk dan bimbingan kepada penulis dalam menyiapkan judul dan 





3. Bapak Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si., Ak selaku ketua jurusan 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanudin; 
4. Bapak Dr. Darwis Said, SE.,MSA.,Ak selaku Wakil Dekan I; 
5. Bapak Ricky Indrawan selaku General Affair yang telah mengizinkan kami 
melaksanakan penilitian pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Induk 
Makassar dan menuntun kami dalam penyelesaian skripsi ini; 
6. Ibu Andi Ratna Sari selaku Manajer Operasional BRI Syariah Kantor Cabang 
Pembantu Tamalanrea yang telah membantu penulis dalam penyusunan 
laporan ini; 
7. Seluruh jajaran pengurus dan kader FoSEI Unhas, KAMMI Komisariat 
Unhas, dan IRMANI 2 Telkomas yang senantiasa memberikan warna yang 
indah dalam hidup kami. Terima kasih atas doa, bantuan, dan dukungan 
kepada kami selama bersama-sama dalam berorganisasi selama berkuliah. 
Akhirnya kepada Allah Swt semata, penulis berharap dan berdoa semoga 
Allah Swt membalas kebaikan kalian dan berbuah amal ibadah yang berlipat 
ganda. Tidak lupa penulis memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan 
selama proses dan penyelesaian penulisan sktipsi ini. 
 
 Makassar, 10 Mei 2012 
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Sharia Principle of Suitability Analysis of Third-Party Funds and Profit 
Sharing in Sharia BRI Bank 
 
 





Akuntansi syariah berfokus pada upaya menampilkan penyajian wajar posisi 
keuangan suatu entitas dan hasil kegiatan usahanya, dalam hal membedakan 
antara halal dan haram. Hal ini menggambarkan bahwa akuntansi syariah 
memiliki tujuan untuk memperhatikan dan mematuhi ketentuan syariah 
berdasarkan Al-Qur’an dan Al-Hadits serta peraturan yang berlaku di Indonesia 
seperti yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Ikatan Akuntan 
Indonesia (IAI). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan 
penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DP3) dan perhitungan bagi hasil pada bank 
BRI Syariah Cabang Makassar. Metode penelitian skripsi ini dilakukan dengan 
cara kualitatif. Berdasarkan penilitian diketahui bahwa penerapan penghimpunan 
DP3 pada bank BRI Syariah cabang Makassar telah sesuai konsep syariah. 
 
Kata kunci: kesesuaian prinsip syariah, penghimpunan dana pihak ketiga, 




Sharia accounting focused to show the balancing of money in entity and its 
business which is differencing between the allowed thing and forbidden. It can 
shows that sharia accounting has a special goal to care and follow sharia 
principle based on Quran and hadith, also Indonesian role by National Sharia 
Council (DSN) and Indonesian Accountant Corporation (IAI). This research has 
aim to know application of Third- Party Fund (DP3) and profit sharing in Sharia 
BRI Bank branch Makassar. The method of this research is done by qualitative 
research. Based on research we can take conclusion that DP3 is suitable with 
sharia concept.  
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1.1. Latar Belakang 
Berpijak pada realitas terpuruknya bangsa Indonesia, yang didasari oleh 
kemerosotan akhlak dan moral yang berkembang menjadi perilaku kolektif, 
membuat sebagian besar masyarakat mencoba mencari ketenangan dan kebenaran 
hakiki. Hal tersebut disandarkan kepada hal-hal yang bukan hanya berorientasi 
keduniaan namun juga diyakini bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia 
yang bersifat ghaib atau biasa disebut dengan hari pembalasan.  
Islam sebagai agama yang universal dan rahmat bagi seluruh alam adalah 
suatu ajaran yang tersistematis dan tertata dengan rapi, mengatur segala aspek 
urusan manusia di dunia agar sesuai dengan jalan kebenaran dan mampu memberi 
ketenangan bagi setiap orang yang menjalankannya serta dapat 
dipertanggungjawabkan di hari kemudian. Sehingga tidak mengherankan jika di 
hampir segala aspek telah berlabel atau mencantumkan Islam di setiap usahanya 
sebagai upaya memberikan jaminan bahwa usaha yang dilakukannya adalah 
sebuah kebenaran dan mampu memberi ketenangan sebagaimana firman Allah: 
Q.S:An-Nahl:89  
“………Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk 
menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira 
bagi orang-orang yang berserah diri.”  
 
Hal ini tentunya dipandang baik, namun di lain pihak muncul keraguan 




momen tersebut lalu mengatasnamakan Islam tanpa didasari oleh ilmu dan 
pemahaman yang benar. Semangat ke-Islaman yang besar tidaklah cukup tanpa 
diiringi dengan ilmu dan pemahaman yang benar tentang Islam, bahkan dapat 
mengaburkan ajaran Islam itu sendiri. Begitupun yang terjadi dengan ilmu 
Akuntansi yang mencoba menanamkan nilai-nilai ke-Islaman yang sesuai dengan 
Al-Qur’an dan Al-Hadits yang kini dikenal sebagai Akuntansi Syariah. Rasulullah 
SAW sendiri pada masa hidupnya juga telah mendidik secara khusus beberapa 
sahabat untuk menangani profesi akuntan dengan sebutan “hafazhatul amwal” 
(pengawas keuangan). Bahkan Al Quran sebagai kitab suci umat Islam 
menganggap masalah ini sebagai suatu masalah serius dengan diturunkannya ayat 
terpanjang, yakni surah Al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan fungsi-fungsi 
pencatatan transaksi, dasar-dasarnya, dan manfaat-manfaatnya, seperti yang 
diterangkan oleh kaidah-kaidah hukum yang harus dipedomani dalam hal tersebut. 
Sebagaimana pada awal ayat tersebut menyatakan: 
 “Hai, orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara 
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. 
Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah 
mengajarkannya……….” 
 
Akuntansi syariah juga berfokus pada upaya menampilkan penyajian wajar 
posisi keuangan suatu entitas dan hasil kegiatan usahanya, dalam hal 
menggambarkan tentang mana yang halal dan mana yang haram. Hal ini sesuai 
dengan perintah Allah SWT untuk bekerja sama dalam melakukan kebajikan. 
Allah SWT berfirman dalam Surat Al Maidah:2:  
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“………dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah 
amat berat siksa-Nya.” 
 
Hal ini berarti bahwa akuntansi Syariah memiliki tujuan bahwa seorang 
Akuntan seharusnya memperhatikan dan mematuhi ketentuan Syariah. Hal ini 
sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah:282 yang penulis telah 
uraikan sebelumnya yang artinya: “….dan hendaklah seorang penulis di antara 
kamu menuliskannya dengan benar”. Khalifah Umar bin Al Khatab meminta 
penjual yang ada di pasar untuk memberitahukan tentang barang-barang yang 
halal dan haram. Beliau berkata bahwa: “Tidak seorang pun diperbolehkan 
berjualan di pasar ini sampai dia mengetahui banyak tentang ilmu agama, atau dia 
akan masuk secara sukarela atau terpaksa ke dalam transaksi ribawi yang luar 
biasa tinggi”. Karenanya, adanya transaksi akuntansi yang sesuai Syariah 
diharapkan mampu melindungi hak dan kewajiban dari masing-masing individu 
dan meyakinkan adanya kejelasan pengungkapan informasi. 
Sayangnya, saat ini banyak pihak yang menilai bahwa Akuntansi Syariah 
tidak memiliki perbedaan yang sangat substansi dengan Akuntansi Konvensional. 
Perbedaan yang ada hanya terbatas pada pelabelan Syariah pada akuntansi 
tersebut. Banyak kritikan yang ditujukan kepada Akuntansi Syariah yang dinilai 
hanya mencari kesempatan atas semakin banyaknya minat masyarakat yang ingin 
memperoleh produk syariah. Begitupun opini dan pendapat oleh sebagian 
kalangan ahli yang menyebutkan bahwa laporan keuangan Bank Syariah masih 
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sarat dengan nuansa riba serta sistem pengumpulan dana antara bank 
konvensional dan bank syariah.  
Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis ingin meneliti mengenai 
hal tersebut lalu menuangkannya dalam sebuah skripsi dengan judul “Analisis 
Kesesuaian Prinsip Syariah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga dan 
Perhitungan Bagi Hasilnya pada Bank BRI Syariah (Persero)”  
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasar latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya mengenai 
penghimpunan Dana Pihak Ketiga, terdapat beberapa hal yang dapat diidentifikasi 
berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yang berkaitan dengan penghimpunan 
Dana Pihak Ketiga dan perhitungan bagi hasilnya, antara lain: 
1) Bagaimana penerapan penghimpunan Dana Pihak Ketiga dan 
perhitungan bagi hasilnya pada Bank BRI Syariah Cabang Makassar? 
2) Apakah Penghimpunan Dana Pihak Ketiga dan perhitungan bagi 
hasilnya pada Bank BRI Syariah Cabang Makassar telah sesuai dengan 
prinsip Syariah Islam? 
1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan 
 1.3.1. Tujuan Penulisan 
1) Untuk mengetahui penerapan penghimpunan Dana Pihak Ketiga dan 
perhitungan bagi hasil pada Bank BRI Syariah Cabang Makassar. 
2) Untuk mengetahui kesesuian prinsip Syariah dalam penghimpunan 
Dana Pihak Ketiga dan perhitungan bagi hasil pada Bank BRI Syariah 




 1.3.2. Manfaat Penulisan 
1) Sebagai bahan informasi kepada masyarakat mengenai ketentuan-
ketentuan syariah Islam yang berlaku pada perbankan syariah 
khususnya BRI Syariah. 
2) Sebagai bahan informasi kepada masyarakat mengenai ketentuan dan 
sistem mengenai penghimpunan Dana Pihak Ketiga dan perhitungan 
bagi hasil pada perbankan syariah khususnya Bank BRI Syariah 
Cabang Makassar. 
3) Sebagai bahan masukan kepada Bank BRI syariah mengenai hal-hal 
yang berkaitan dengan penghimpunan Dana Pihak Ketiga dan 
perhitungan bagi hasil yang telah sesuai maupun bertentangan dengan 
prinsip Syariah 
1.4. Batasan Penelitian 
Agar hasil dari penelitian terarah pada sasaran dan tidak terlalu melebar, 
maka penelitian ini dibatasi pada hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan 
secara lebih spesifik. Pada penelitian ini, masalah dibatasi pada kesesuaian prinsip 
syariah Islam dalam penghimpunan Dana Pihak Ketiga dan perhitungan bagi 
hasilnya pada Bank BRI Syariah cabang Makassar. 
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1.5. Sistematika Penulisan 
Skripsi ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai 
berikut: 
 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, 
tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah, dan 
sistematika penulisan 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi teori-teori yang relevan dengan masalah yang 
ingin diteliti sebagai bahan dalam menganalisi masalah. 
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini mencakup variabel penilitian, metode pengumpulan 
data, jenis dan sumber data, teknik analisis data, dan metode 
analisis 
BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
  Bab ini berisi tentang sejarah singkat perusahaan, visi dan misi 
perusahaan, struktur organisasi, uraian tugas masing divisi 
yang terdapat pada perusahaan, dan produk perusahaan. 
BAB V : PEMBAHASAN 
  Bab ini berisi mengenai pembahasan dari hasil penelitian yang 




BAB VI : PENUTUP 
  Bab ini berisi tentang simpulan dan saran-saran yang berkaitan 




























2.1. Kajian Teori Akuntansi Syari’ah 
Menurut Harahap (2011:102), teori adalah susunan konsep, definisi, 
dan dalam yang menyajikan pandangan yang sistematis fenomena dengan 
menunjukkan hubungan antara variabel yang satu dengan yang lain dengan 
maksud untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. 
Vernon Kam dalam Harahap (2011:102) menganggap bahwa teori 
akuntansi adalah suatu sistem yang komprehensif di mana termasuk postulat 
dan teori yang berkaitan dengannya. Vernon Kam membagi unsur teori 
dalam beberapa elemen postulat atau asumsi dasar, definisi, tujuan 
akuntansi, prinsip atau standar, dan prosedur atau metode-metode. 
Akuntansi syariah sebagai suatu cabang disiplin ilmu dari akuntansi 
secara keseluruhan pun memiliki teori yang dapat menjadi kerangka acuaan 
umum dan pedoman untuk melakukan dan menilai praktik-praktik akuntansi 
syari’ah. Teori itu adalah syari’ah Islam yang di dalamnya terdapat al-
qur’an, sunnah Rasulullah SAW, ijma’ para sahabat serta ijtihad para ulama 
sebagai kerangka acuan dan pedoman untuk melakukan segala aktivitas 
akuntansi syari’ah. 
Syari’ah bagi kaum muslim merupakan pedoman serta jalan hidup 
kaum muslimin pada umumnya dan umat manusia secara keseluruhan 




(rahmat bagi seluruh alam). Syari’ah menjadi dasar dari terbentuk dan 
dibentuknya peradaban manusia. Hal ini dijelaskan Allah SWT dalam Al-
Qur’an Surat Al Baqarah:177 sebagai berikut: 
“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu 
kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman 
kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi 
dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak 
yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) 
dan orang-orang yang meminta-minta, dan (memerdekakan) hamba 
sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang 
menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar 
dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. mereka itulah 
orang-orang yang benar (ilmunya); dan mereka itulah orang-orang 
yang bertakwa.” 
 
Ayat di atas menjelaskan bentuk keterikatan segala sesuatu dengan 
aturan-aturan ketuhanan sekaligus realitas yang harus dijalankan oleh setiap 
manusia dalam kebajikan dan ketakwaan.  
Dengan demikian, syari’ah menjadi sumber dari segala elemen 
kerangka teori akuntansi syari’ah, baik dalam perumusan tujuan laporan 
keuangan, konsep dasar, konsep atau prinsip, dan teknik akuntansi. 
2.2. Tinjauan Umum Perbankan 
 2.2.1. Pengertian Bank Secara Umum 
Bank adalah lembaga keuangan yang merupakan suatu badan yang 
berfungsi sebagai perantara keuangan (financial intermediary institution) 
dari dua pihak yakni pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang 
membutuhkan dana. Pengertian perbankan, menurut Pasal 1 Butir 1 Undang-
Undang No.7 Tahun 1992, adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 
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masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 
dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. 
Hal senada juga tertuang dalam Undang-Undang No.10 tahun1998 
pasal 1 tentang perbankan yang mendefinisikan Bank, Bank Umum, dan 
Bank Perkreditan Rakyat sebagai berikut: 
Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam 
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 
bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup orang banyak. 
 
Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 
konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam 
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 
 
Bank Perkreditan Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan 
usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 
 
Dari definisi tersebut, bank merupakan lembaga keuangan yang 
kegiatannya adalah: 
1. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, 
maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat penyimpanan uang 
atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat 
menyimpan uang, biasanya adalah untuk keamanan uangnya 
sedangkan tujuan kedua adalah untuk melakukan investasi dengan 
harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya. Tujuan lainnya 
adalah untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran. Untuk 
memenuhi tujuan tersebut, baik untuk mengamankan maupun untuk 
berinvestasi, bank telah menyediakan sarana yang disebut pinjaman. 
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Adapun jenis simpanan yang ditawarkan sangat bervariasi, 
tergantung dari bank yang bersangkutan. Secara umum, jenis 
simpanan yang ada di bank terdiri dari simpanan giro (demand 
deposit), simpanan tabungan (saving deposit), dan simpanan deposit 
(time deposit). 
2. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank 
memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan 
permohonan. Dengan kata lain, bank menyediakan dana bagi 
masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit yang 
diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan 
nasabah. Sebelum kredit diberikan, bank terlebih dahulu menilai 
apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak. Penilaian ini 
dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dapat 
dikembalikannya pinjaman yang disalurkan bank dengan berbagai 
sebab. Jenis kredit yang biasa diberikan oleh bank di antaranya kredit 
investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan. 
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang 
(transfer), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota 
dan luar negeri (inkaso), letter of credit L/C, dan jasa-jasa lainnya 
yang merupakan jasa pendukung dari kegiatan pokok bank yaitu 








 2.2.2. Pengertian Bank Syariah 
Pengertian prinsip syariah dijelaskan pada Undang-Undang No.10 
Tahun 1998 Pasal 1 Butir 13: 
“Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam 
antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau 
pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan 
sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi 
hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal 
(musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan 
(murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa 
murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan adanya pilihan pemindahan 
kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain 
(ijarah wa I’qtina).” 
 
Pengertian tersebut senada dengan pernyataan Ali Yafi’e:  
 
“Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam 
antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau 
pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya sesuai dengan 
syariah. Kegiatan usaha bank syariah antara lain pembiayaan 
berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan 
prinsip usaha patungan (musyarakah), jual beli barang dengan 
memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal 
berdasarkan prinsip sewa (ijarah).” 
 
Secara umum, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan 
prinsip-prinsip syariah Islam. Maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya 
mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Dalam tata cara bermuamalah 
tersebut, dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur 
riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan 
pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan pada zaman 
Rasulullah SAW atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi 




2.3. Dasar Hukum Bank Syariah 
Akomodasi peraturan perundang-undangan Indonesia terhadap ruang 
gerak perbankan syariah diantaranya: 
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 
Di antara perubahan yang berkaitan langsung dengan keberadaan Bank 
Islam berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang 
Perbankan, yaitu: 
a. Pasal 1 ayat 12 menyatakan “pembiayaan berdasarkan prinsip 
Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan 
dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank 
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 
mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu 
tertentu dengan imbalan bagi hasil.” 
b. Pasal 1 ayat 13 menyatakan “Prinsip syariah adalah aturan 
perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain 
untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau 
kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain 
pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), 
pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), 
prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan 
(murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip 
sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan adanya pilihan 
pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank 
oleh pihak lain (ijarah wa I’qtina).” 
c. Ketentuan Pasal 6 huruf m diubah sehingga berbunyi “menyediakan 
pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip 
Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank 
Indonesia.” 
d. Ketentuan Pasal 13 huruf c diubah sehingga berbunyi 
“…….menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan 
prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank 
Indonesia.” 
 
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang 





a. Pasal 1 ayat 12 menyatakan “Prinsip Syariah adalah prinsip hukum 
Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang 
dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam 
penetapan fatwa di bidang syariah.” 
b. Pasal 1 ayat 21 menyatakan “Tabungan adalah Simpanan 
berdasarkan Akad wadi’ah atau Investasi dana berdasarkan Akad 
mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip 
Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat 
dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik 
dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan 
dengan itu.” 
c. Pasal 1 ayat 22 menyatakan “Deposito adalah Investasi dana 
berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak 
bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya 
dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara 
Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.” 
d. Pasal 1 ayat 23 menyatakan “Giro adalah Simpanan berdasarkan 
Akad wadi’ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan 
Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat 
dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran 
lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.” 
 
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Sentral. Undang-
Undang ini member peluang bagi bank Indonesia untuk menerapkan 
kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 
3. Peraturan Bank Indonesia No.2/7/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 
tentang Giro Wajib Minimum, Peraturan Bank Indonesia No. 
2/4/PBI/2000 tanggal 11 Februari tentang perubahan atas peraturan 
bank Indonesia, dan Peraturan Bank Indonesia No. 2/9/PBI/2000 
tanggal 23 Februari 2000 tentang Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia. 
Peraturan perundang-undangan tersebut mengatur tentang likuiditas dan 
instrument moneter yang sesuai dengan prinsip syariah. 
4. Ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank for International 
Settlement (BIS) yang berkedudukan di Basel, Swiss yang dijadikan 
15 
 
acuan oleh perbankan Indonesia untuk mengatur pelaksanaan prinsip 
kehati-hatian (Prudential Banking Regulations). 
5. Peraturan lainnya yang diterbitkan oleh bank Indonesia dan lembaga 
lain sebagai pendukung operasi bank Syariah yang meliputi ketentuan 
berkaitan dengan pelaksanaan tugas bank sentral, ketentuan standar 
akuntansi dan audit, ketentuan pengaturan perselisihan perdata antara 
bank dengan nasabah, standardisasi fatwa produk bank syariah, dan 
peraturan pendukung lainnya. 
Dasar-dasar hukum inilah yang dijadikan pijakan bagi bank syariah di 
Indonesia dalam mengembangkan produk-produk dan operasionalnya. 
Berdasarkan hukum tersebut, bank syariah di Indonesia memiliki 
keleluasaan dalam mengembangkan produk dan aktivitas 
operasionalnya. 
 
2.4. Penghimpunan Dana Bank Syariah 
2.4.1. Pengertian Penghimpunan Dana  
Bank sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara 
keuangan (financial intermediary institution) dari pihak yang memiliki 
kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana memiliki tiga (3) usaha 
yang dilakukan untuk mengumpulkan dana. Pengumpulan dana itu 
dikategorikan sebagai Dana Pihak Ketiga (DP3), Dana Pihak Kedua (DP2), 
dan Dana Pihak Kesatu (DP1). Adapun definisi dari tiga (3) jenis 





a. Dana Pihak Kesatu adalah dana yang berasal dari pemilik bank atau para 
pemegang saham, baik pemegang saham pendiri (yang pertama kalinya 
ikut mendirikan bank tersebut) maupun pihak pemegang saham 
selanjutnya yang ikut dalam usaha bank tersebut, termasuk pihak 
pemegang saham publik (jika bank tersebut sudah go public atau 
merupakan suatu badan usaha terbuka). 
b. Dana Pihak Kedua adalah dana pinjaman yang berasal dari pihak luar 
yang memberikan pinjaman dana (uang) pada bank. 
c. Dana Pihak Ketiga adalah Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat 
merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. 
2.4.2. Prinsip Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DP3) Pada Bank 
Syariah 
Penghimpunan DP3 pada bank syariah dapat berbentuk giro, 
tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syari’ah yang diterapkan dalam 
penghimpunan dana masyarakat ini adalah prinsip wadi’ah dan 
mudharabah. 
1. Wadi’ah 
Menurut Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Wadi’ah adalah 
titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila 
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nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas 
pengembalian titipan (DSAK:2005:24). 
Dalam fiqih islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan 
prinsip al–wadi`ah. Al-wadi’ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari 
satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus 
dijaga dan dikembalikan kapan saja saat pemilik menghendaki. 
Dasar hukum wadi’ah adalah Firman Allah SWT dalam surat An-
Nisa ayat 58 yang artinya sebagai berikut: 
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya.”    
 
Ayat dimaksud dapat dijadikan dasar hukum bahwa wadi’ah 
merupakan salah satu akad yang dibenarkan oleh hukum Islam dan dalam 
ayat lain disebutkan oelh Allah dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 283 
sebagai berikut: 
“…… Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang 
lain maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan 
hendaklah ia bertakwa kepada Allah……” 
 
 Pada dasarnya, penerima simpanan adalah yad al–amanah (tangan 
amanah), artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan 
yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau 
kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena 
faktor –faktor di luar batas kemampuan). Akan tetapi, dalam aktivitas 
perekonomian modern, penerima simpanan tidak mungkin akan 





perekonomian tertentu. Oleh karena itu, ia harus meminta izin dari pemberi 
titipan untuk kemudian mempergunakan hartanya tersebut dengan catatan, ia 
menjamin akan mengembalikan asset tersebut secara utuh. Dengan 
demikian, ia bukan lagi yad al-amanah tetapi yad adh-dhamanah (tangan 
penanggung) yang bertanggung jawab atas segala kehilangan/kerusakan 
yang terjadi pada barang tersebut. 
2. Mudharabah 
Mudharabah berasal dari kata dharb yang artinya memukul atau 
berjalan. Lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya 
dalam perjalanan usaha. Maksud arti kiasan “memukul kakinya” dalam 
definisi tersebut adalah memacu atau memotivasi agar dapat menjalankan 
usaha. Layaknya kuda yang dipukul kakinya agar dapat berlari lebih 
kencang. Dalam hal ini, pihak yang tidak memiliki modal hanya dapat 
menjalankan usahanya apabila dipacu atau didukung oleh pihak yang 
memiliki modal dalam bentuk pemberian modal usaha. 
 Secara teknis, mudharabah adalah sebuah akad kerja sama 
antarpihak, yaitu pihak pertama (shahib al-mal) menyediakan seluruh 
(100%) modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola 
(Antonio:1999:171). 
Arifin (2006:19) mengartikan kontrak Mudharabah sebagai suatu 
bentuk equity financing. Pada kontrak mudharabah, hubungan kontrak 
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bukan antarpemberi modal, melainkan antara penyedia dana (shahibul maal) 
dengan penerima dana (mudharib). 
  Definisi mudharabah dalam Ensiklopedia Hukum Islam yaitu: 
“Mudharabah diartikan sebagai pemilik modal yang menyerahkan 
modalnya kepada pedagang untuk diusahakan/dikelola sedangkan 
keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama. 
Mudharabah dalam bahasa teknis keuangan, dikenal dengan istilah 
kerja sama mitra usaha dan investasi atau trust financing/trust 
investment.” 
Dasar hukum mudharabah adalah bersumber dari Al-Qur’an Surat 
Al-Muzammil ayat 20 yang artinya sebagai berikut: 
“Dan sebagian dari pada mereka orang-orang yang berjalan di muka 
bumi mencari sebagian dari karunia Allah….” 
Selain itu, hadits nabi Muhammad saw yang artinya:  
“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul 
Muthalib, jika memberikan dana ke mitra usahanya secara 
mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi 
lautan menjalani lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika 
menyalahi aturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas 
dana tersebut, disampaikanlah syarat tersebut kepada Rasulullah, 
beliau membolehkannya” (Hadits Riwayat Thabrani) 
Secara umum, mudharabah terbagi atas dua jenis, yaitu mudharabah 
muthlaqah dan mudharabah muqayyadah. 
a. Mudharabah Muthlaqah 
Adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal (penyedia 
dana) dengan mudharib (penerima dana) yang cakupannya 





tempat, waktu, dan daerah bisnis. Dalam hal ini, penyedia 
dana melimpahkan kekuasaan yang sebesar-besarnya kepada 
mudharib untuk mengelola dananya. 
b. Mudharabah Muqayyadah 
Adalah bentuk kerja sama yang dalam perjanjiannya akan 
dibatasi sesuai dengan kehendak shahibul maal selagi dalam 
bentuk yang dihalalkan. 
 
2.5. Perhitungan Bagi Hasil Menurut Syariah 
Bagi hasil dalam produk perbankan syariah salah satunya dilakukan untuk 
produk yang bersifat investasi yaitu berdasarkan asas mudharabah. Menurut 
PSAK No. 105 tentang akuntansi mudharabah, pembagian hasil usaha 
mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika 
berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba 
bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omzet). Sedangkan jika 
berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (net profit), yaitu 
laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. 
Bagi hasil dalam bank syariah menggunakan istilah nisbah bagi hasil, 
yaitu proporsi bagi hasil antara nasabah dan bank syariah. Misalnya, jika customer 
service bank syariah menawarkan nisbah bagi hasil Tabungan iB (Islamic 
Banking) sebesar 65:35. Itu artinya nasabah bank syariah akan memperoleh bagi 
hasil sebesar 65% dari hasil investasi yang dihasilkan oleh bank syariah melalui 
pengelolaan dana-dana masyarakat di sektor riil. Sementara itu bank syariah akan 
mendapatkan porsi bagi hasil sebesar 35%.  
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Adapun untuk produk pendanaan/simpanan bank syariah, misalnya 
Tabungan iB dan Deposito iB, penentuan nisbah bagi hasil dipengaruhi oleh 
beberapa faktor, yaitu: jenis produk simpanan, perkiraan pendapatan investasi, 
dan biaya operasional bank. Hanya produk simpanan iB dengan skema investasi 
(mudharabah) yang mendapatkan bagi hasil. Sementara itu untuk produk 
simpanan iB dengan skema titipan (wadiah), tidak ada kewajiban bagi bank untuk 
memberikan bagi hasil melainkan hanya sebatas pemberian berupa bonus. 
Pertama-tama dihitung besarnya tingkat pendapatan investasi yang dapat 
dibagikan kepada nasabah. Ekspektasi pendapatan investasi ini dihitung oleh bank 
syariah dengan melihat performa kegiatan ekonomi di sektor-sektor yang menjadi 
tujuan investasi, misalnya di sektor properti, perdagangan, pertanian, 
telekomunikasi atau sektor transportasi. Setiap sektor ekonomi memiliki 
karakteristik dan performa yang berbeda-beda, sehingga akan memberikan return 
investasi yang berbeda-beda juga. Sebagaimana layaknya seorang investment 
manager, bank syariah akan menggunakan berbagai indikator ekonomi dan 
keuangan yang dapat mencerminkan kinerja dari sektoral tersebut untuk 
menghitung ekspektasi/proyeksi return investasi. Termasuk juga indikator historis 
(track record) dari aktivitas investasi bank syariah yang telah dilakukan, yang 
tercermin dari nilai rata-rata dari seluruh jenis pembiayaan iB yang selama ini 
telah diberikan ke sektor riil. Dari hasil perhitungan tersebut, maka dapat 
diperoleh besarnya pendapatan investasi dalam bentuk equivalent rate yang akan 





Selanjutnya dihitung besarnya pendapatan investasi yang merupakan 
bagian untuk bank syariah sendiri, guna menutup biaya-biaya operasional 
sekaligus memberikan pendapatan yang wajar. Besarnya biaya operasional 
tergantung dari tingkat efisiensi bank masing-masing. Sementara itu, besarnya 
pendapatan yang wajar antara lain mengacu kepada indikator-indikator keuangan 
bank syariah yang bersangkutan seperti ROA (Return On Assets) dan indikator 
lain yang relevan. Dari perhitungan, diperoleh bahwa bank syariah memerlukan 
pendapatan investasi yang juga dihitung dalam equivalent rate misalnya sebesar 
6%. 
Dari kedua angka tersebut, maka kemudian nisbah bagi hasil dapat 
dihitung. Porsi bagi hasil untuk nasabah adalah sebesar: [11% dibagi (11%+6%)] 
= 0.65 atau sebesar 65%. Dan bagi hasil untuk bank syariah sebesar: [6% dibagi 
(11%+6%)] = 0.35 atau sebesar 35%. Maka nisbah bagi hasilnya kemudian dapat 
dituliskan sebagai 65:35. 
Rate indikatif ini adalah nilai equivalent rate dari pendapatan investasi 
yang akan dibagikan kepada nasabah, yang dinyatakan dalam persentase misalnya 
11% atau 8% atau 12%. Jadi, masyarakat dengan cepat dan mudah dapat 
menghitung berapa besar keuntungan yang akan diperolehnya dalam menabung 
sekaligus berinvestasi di bank syariah. 
Dalam perhitungan bagi hasil didasarkan pada besarnya persentase dari 
keuntungan yang diperoleh yang telah ditentukan di awal perjanjian. Bank 
Indonesia selaku pengatur kebjikan ini tidak memberikan ketentuan secara rinci 
terkait perhitungan bagi hasilnya. Namun perhitungan bagi hasil yang biasa 
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diterapkan bank syariah pada umumnya telah diuraikan oleh Ikatan Ahli Ekonomi 
Islam Indonesia yaitu dengan menentukan terlebih dahulu jumlah pendapatan 
yang diperoleh dari setiap Rp 1.000 DPK yang terkumpul. Adapun rumusnya 







A = DPK dengan kontrak mudharabah 
B = DPK yang dapat disalurkan  
C = Pembiayaan yang disalurkan 
D = Pendapatan dari penyaluran pembiayaan 
E = Pendapatan setiap Rp 1.000 DPK 
 
Setelah diperoleh jumlah pendapatan setiap Rp 1.000 DPK maka dapat 
ditentukan jumlah porsi bagi hasil untuk nasabah setiap bulannya. Adapun 
rumusnya yaitu sebagai berikut: 
ܪ = ܧ1000 × ܨ × ܩ100 
Keterangan: 
E = Pendapatan setiap Rp 1.000 DPK 
F = Saldo rata-rata harian nasabah 
G = Nisbah nasabah 






Dengan dimuatnya pendapatan dari penyaluran pembiayaan sebagai faktor 
pengaruh terhadap penentuan pendapatan setiap Rp 1.000 DPK maka nilai 
keadilan bagi pihak nasabah dan perbankan dapat diperoleh. Hal ini dikarenakan 
apabila pendapatan bank syariah besar akan berdampak pula pada bagi hasil yang 
akan diperoleh oleh nasabah. 
 
2.6. Metode Perhitungan Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah 
 2.6.1. Metode Profit Sharing 
Secara terminologi, profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan 
pembagian laba. Secara definitif profit sharing diartikan “Distribusi 
beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan” 
(Nurhayati:2008:73). Dapat pula dikatakan lebih lanjut bahwa hal itu dapat 
berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang 
diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran 
mingguan atau bulanan. 
Dalam ajaran Islam, konsep profit sharing sering disebut bagi 
hasil. Konsep ini dengan mudah dijumpai dalam praktek masyarakat Islam 
pada masa Rasulullah dan sahabat hingga masyarakat muslim saat ini 
(Muhammad:2000:50).  Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang 
dimaksud dengan bagi hasil adalah perjanjian pengolahan tanah, dengan 
upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah itu. 
Dalam dunia perbankan, Muhammad (2000:52) lebih lanjut 
menjelaskan bahwa bagi hasil (profit sharing) merupakan suatu sistem 
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yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana 
(shahibul maal) dengan pengelola dana (mudharib). Pembagian hasil 
usaha ini dapat terjadi antara bank (mudharib) dengan penyimpan dana 
(shahibul maal), maupun antara bank dengan nasabah bank penerima dana 
(pengusaha). Hasil usaha bank yang dibagikan kepada nasabah penyimpan 
dana adalah laba usaha bank yang dihitung selama periode tertentu. 
Sedangkan hasil usaha nasabah penerima dana yang dibagi dengan bank 
adalah laba usaha yang dihasilkan nasabah penerima dana dari salah satu 
usahanya yang secara utuh dibiayai bank. 
Pembolehan bagi hasil (profit sharing) di dalam ketentuan hukum 
Islam didasarkan pada perbuatan Nabi Muhammad SAW dan juga pernah 
dipraktekkan oleh para sahabat beliau. Sebagaimana Hadits yang 
diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abi Ja’far: 
“ dari Qays bin Muslim, dari Abi Ja’far berkata: tidak ada 
penduduk kota Madinah dari kalangan Muhajirin kecuali mereka 
menjadi petani dan mendapatkan sepertiga atau seperempat”. (HR. 
Bukhari) 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian bagi hasil 
ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, bahkan Nabi 
Muhammad SAW beserta para sahabatnya pernah mengadakan perjanjian 
bagi hasil. Bahkan perjanjian bagi hasil ini dipandang lebih baik daripada 
perjanjian sewa-menyewa tanah pertanian, karena sewamenyewa tanah 
pertanian itu lebih bersifat untung-untungan daripada perjanjian bagi hasil, 
sebab hasil yang diperoleh (produksi) tanah pertanian yang disewa tersebut 





ditetapkan terlebih dahulu. Berbeda halnya dengan perjanjian bagi hasil, 
penentuan bagian masing-masing (untuk pemilik dan pengelola tanah) 
ditentukan setelah hasil produksi pertanian diketahui besar/jumlahnya. 
 2.6.2. Metode Net Revenue Sharing 
Secara umum menurut Muhammad (2000:67) untuk metode bagi 
hasil lebih dikenal dengan sebutan revenue sharing. Revenue sharing 
secara etimologi berarti bagi hasil/pendapatan. Revenue dalam kamus 
ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari 
penjualan barang-barang dan jasa yang dihasilkannya dari pendapatan 
penjualan (sales revenue). Berarti juga perhitungan bagi hasil didasarkan 
kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan 
biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan 
tersebut. 
Dalam arti lain revenue berarti besaran yang mengacu pada 
perkalian antara jumlah output yang dihasilkan dari kegiatan produksi 
dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi. 
Allah SWT menjelaskan dalam Q.S. Al-Muzzammil:20 bahwa: 
“… dan sebagian orang-orang yang lain berjalan di muka bumi 
mencari sebagian karunia Allah…” 
 
Berbeda dengan metode revenue sharing, metode net revenue 
sharing memiliki faktor pengurang terhadap hal-hal yang berkaitan 
langsung terhadap biaya-biaya yang langsung berhubungan pada 
pengelolaan DP3. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang terdapat pada 
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Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah 
(KDPPLKS) paragraf 42 mengenai Asumsi Dasar: 
“Penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha 
menggunakan dasar kas. Dalam hal prinsi, pembagian hasil usaha 
berdasarkan bagi hasil, pendapatan atau hasil usaha yang dimaksud 
adalah keuntungan bruto (gross profit)”. 
Oleh karena itu, yang dimaksud dengan net revenue sharing adalah 
keuntungan bruto (gross profit) 
2.7. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) terkait Penghimpunan DP3 
dan Perhitungan Bagi Hasil 
Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai lembaga yang berada di bawah 
naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki kewenangan untuk 
menentukan ke-syariah-an suatu hal yang dapat menimbulkan keraguan terhadap 
halal dan haramnya suatu perkara. Contohnya adalah fatwa yang dikeluarkan DSN 
tentang penghimpunan DP3 dan perhitungan bagi hasil. 
2.7.1. Fatwa DSN 01/DSN-MUI/IV/2000 Mengenai Giro 
Pertama: Giro ada dua jenis: 
1. Giro yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang 
berdasarkan perhitungan bunga. 
2. Giro yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang 
berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah. 





1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal 
atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau 
pengelola dana. 
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan 
berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip 
syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya 
mudharabah dengan pihak lain. 
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai 
dan bukan piutang. 
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah 
dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. 
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional giro dengan 
menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. 
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan 
nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. 
Ketiga: Ketentuan Umum Giro berdasarkan Wadi'ah: 
1. Bersifat titipan. 
2. Titipan bisa diambil kapan saja. 
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk 





2.7.2. Fatwa DSN 02/DSN-MUI/IV/2000 Mengenai Tabungan 
 Pertama: Tabungan ada dua jenis: 
1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu 
tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. 
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan 
prinsip Mudharabah dan Wadi'ah. 
Kedua: Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan 
Mudharabah: 
1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal 
atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau 
pengelola dana. 
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan 
berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip 
syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya 
mudharabah dengan pihak lain. 
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai 
dan bukan piutang. 
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah 
dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. 
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan 






6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan 
nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. 
Ketiga: Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Wadi'ah: 
1. Bersifat simpanan. 
2. Simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan 
kesepakatan. 
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk 
pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank. 
2.7.3. Fatwa DSN 03/DSN-MUI/IV/2000 Mengenai Deposito 
Pertama: Tabungan ada dua jenis: 
1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu Deposito 
yang berdasarkan perhitungan bunga. 
2. Deposito yang dibenarkan, yaitu Deposito yang berdasarkan 
prinsip Mudharabah. 
Kedua: Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan 
Mudharabah: 
1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal 
atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau 
pengelola dana. 
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan 
berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip 
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syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya 
mudharabah dengan pihak lain. 
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai 
dan bukan piutang. 
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah 
dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. 
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito 
dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi 
haknya. 
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah 
keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. 
2.7.4. Fatwa DSN 15/DSN-MUI/IX/2000 Mengenai Prinsip Distribusi 
Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) 
Ketentuan Umum: 
1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil 
(Net Revenue Sharing) maupun Bagi Untung (Profit Sharing) 
dalam pembagian hasil usaha dengan nasabahnya. 
2. Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), saat ini, pembagian 
hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (Net 
Revenue Sharing). 
3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus 





2.7.5. Fatwa DSN 29/DSN-MUI/IV/2000 Mengenai Pembiayaan 
Pengurusan Haji LKS 
Pertama: Ketentuan Umum 
1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh 
imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip al-Ijarah 
sesuai Fatwa DSN-MUI 9/DSN-MUI/IV/2000. 
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi 
pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al-
Qardh sesuai Fatwa DSN-MUI 19/DSN-MUI/IV/2001. 
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh 
dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. 
4. Besar imbalan jasa al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada 








3.1. Lokasi Penelitian 
 Dalam penelitian ini penulis memilih PT. Bank BRI Syariah Cabang 
Makassar. Lokasi penelitian ini dipilih dengan pertimbangan bahwa peneliti 
mudah memperoleh data penelitian baik yang bersifat data primer maupun data 
sekunder dalam melakukan wawancara dengan informan. 
3.2. Variabel Penilitian 
 Keberadaan variabel penelitian sangat penting artinya dalam sebuah 
penelitian, sebab dengan adanya varaibel tersebut akan memudahkan peneliti di 
dalam mengungkapkan objek yang diamati dan menuntun peneliti di dalam 
menangani rangkaian proses penelitian yang bersangkutan sehingga menentukan 
varibel di awal penelitian adalah sebuah hal yang sangat penting demi kelancaran 
proses penelitian dan pelaporannya. Oleh karena itu, peneliti dalam proses 
penulisan skripsi ini akan menentukan varibel yang terdapat yakni kesesuaian 
prinsip syariah Islam sebagai variabel bebas dan penghimpunan dana pihak ketiga 
dan bagi hasil adalah variable terikat. 
3.3. Metoda Pengumpulan Data 
 Dalam penelitian ini, metoda pengumpulan data yang digunakan oleh 








1) Penelitian pustaka (library research) 
  Dalam penelitian ini salah satu metode dalam mengumpulkan data 
yakni dengan melakukan penelitian pustaka dengan cara mengadakan 
peninjauan pada berbagai pustaka dengan membaca berbagai referensi 
seperti Al-Qur’an, hadits, fiqh, serta referensi-referensi lainnya yang 
berkaitan dengan akuntansi syariah maupun akuntansi konvensional 
2) Penelitian lapangan 
  Penilitian lapangan yang penulis lakukan pada Bank BRI syariah 
dilakukan dengan menggunakan dua (2) teknik, yaitu: 
a. Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung 
dalam kegiatan perbankan dan mengumpulkan informasi. 
b. Wawancara, yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara 
langsung kepada pihak-pihak yang berkompeten dan terlibat 
langsung dalam perusahaan maupun di luar perusahaan untuk 
memperoleh data yang berhubungan dengan penulisan ini. 
3.4. Jenis dan Sumber Data 
 3.4.1. Jenis Data 
   Di dalam penulisan skripsi ini, data yang penulis kumpulkan 
adalah data yang bersifat kualitatif. Data kualitatif adalah data yang 
memaparkan dan memberikan gambaran penjelasan teoritis yang 
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didasarkan pada masalah yang diteliti serta mengeksplorasi ke dalam 
bentuk laporan.  
 
 3.4.2. Sumber Data 
a) Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan 
cara mengadakan observasi, data yang diambil langsung dari 
perusahaan, dan wawancara dengan stakeholder perusahaan 
bersangkutan. 
b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara 
mengumpulkan dokumen perusahaan, literatur-literatur serta 
artikel-artikel yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini. 
3.4. Teknik Analisis Data  
Data yang telah dikumpulkan kemudian akan dianalisis dengan 
menggunakan urutan langkah-langkah sebagai berikut: 
a) Mengumpulkan data baik melalui buku/majalah/literatur, informasi 
yang disajikan oleh internet, dan melakukan observasi langsung 
pada perusahaan yang bersangkutan. 
b) Menggolongkan dan merinci data yang diperoleh sehingga mudah 
dipahami. 







3.5. Metoda Analisis Data  
Metoda analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 
adalah analisis deskriptif komparatif. Maksudnya, penelitian ini 
menggabungkan dua metoda yaitu metoda deskriptif dan metoda 
komparatif. 
Data dianalisis dengan menggunakan metoda deskriptif, yaitu 
metode di mana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan, dan 
dianalisis sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi 
permasalahan yang dihadapi. 
Penelitian juga dilakukan dengan menggunakan metode 
komparatif. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan penghimpunan 
Dana Pihak Ketiga yang diterapkan oleh PT. Bank BRI Syariah dengan 
prinsip syariah Islam sesuai petunjuk Al-Qur’an dan Sunah Rasulullah 





GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 
PT. Bank BRI Syariah adalah sebuah bank yang terbentuk dari hasil 
pemisahan dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Butuh waktu dan 
proses yang sangat panjang sehingga PT. Bank BRI Syariah dapat memisahkan 
diri (Spin Off) secara sepenuhnya baik secara administratif maupun dalam struktur 
organisasinya. Tentu tidak langsung memisahkan diri begitu saja. Awalnya BRI 
Syariah hanya menjadi sebuah Unit Usaha Syariah (UUS) dari PT. Bank Rakyat 
Indonesia (Persero), Tbk sebagai bentuk tanggung jawab moril dan jawaban atas 
kebutuhan masyarakat akan produk perbankan syariah.  
Dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan memenuhi kebutuhan 
masyarakat atas produk perbankan yang bebas bunga, maka pada bulan Desember 
tahun 2000 dibentuk Tim Pengembangan Bank Syariah BRI untuk 
mempersiapkan berdirinya UUS di BRI. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 
Luar Biasa pada bulan Juni tahun 2001 berhasil mengubah Anggaran Dasar BRI 
dengan menambah atau mencantumkan kalimat kegiatan usaha berdasarkan 
prinsip syariah. Oleh karena itu, maka pada tanggal 7 Desember 2001 dikeluarkan 
Surat Keputusan Direksi mengenai struktur organisasi UUS BRI. UUS BRI 
tersebut berhasil mendirikan kantor cabang BRI Syariah yang pertama pada 
tanggal 17 April 2002 bertempat di Jakarta dan Serang. Ternyata respon dari 
masyarakat terhadap kehadiran UUS BRI ini sangat baik. Hal ini dibuktikan 






membuka 27 kantor cabang dan 18 kantor cabang pembantu Unit Usaha Syariah 
di berbagai wilayah di Indonesia. 
Seiring dengan perjalanan waktu ternyata permintaan masyarakat akan 
produk perbankan syariah semakin meningkat dan tingginya antusiasme 
masyarakat untuk memilih perbankan yang murni menerapkan prinsip syariah 
secara keseluruhan maka terbentuklah PT. Bank BRI Syariah sebagai hasil 
pemisahan (spin off) dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk pada bulan 
April 2008. Hingga saat ini telah terdapat 30 kantor cabang BRI Syariah di 
Indonesia dan 52 kantor cabang pembantu. Salah satunya adalah Kantor Cabang 
Makassar. Dengan adanya Spin Off ini menandakan bahwa Bank BRI Syariah 
secara langsung tidak memiliki fungsi komando dengan Bank BRI konvensional 
walaupun secara tidak langsung tetap menjalankan fungsi koordinasi dengan Bank 
BRI Konvensional sebagai bentuk kerja sama dalam dunia perbankan. 
4.1. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas 
4.1.1. Struktur Organisasi 
Struktur organisasi merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam 
pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang secara langsung menggambarkan 
skema wewenang dan tanggung jawab setiap anggota organisasi pada setiap jenis 
pekerjaan demi tercapainya tujuan organisasi tersebut. Oleh karena itu, struktur 
organisasi PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Makassar dibuat dengan 
seefektif mungkin agar dapat bekerja dengan lebih efisien.  
Seluruh karyawan melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 
dan wewenangnya masing-masing serta saling berhubungan dalam usaha 
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menciptakan suasana kerja yang disiplin dan dinamis. Adapun struktur organisasi 
PT. Bank BRI Syariah Cabang Makassar dapat dilihat pada Lampiran 1 halaman 
50. 
4.1.2. Pembagian Tugas 
Adapun pembagian tugas yang menggambarkan tanggung jawab karyawan 
pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Makassar secara garis besar adalah sebagai 
berikut. 
a. Pimpinan Cabang (Pinca) 
1. Mempersiapkan, mengusulkan, melakukan negosiasi, merevisi, dan 
mengupayakan pencapaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 
(RKAP). 
2. Menciptakan dan menjamin kelancaran operasional di kantor cabang 
secara aktif dalam meningkatkan kemampuan karyawan di kantor 
cabang guna meningkatkan kinerja seperti fungsi  pemasaran, dan 
operasional. 
3. Mengembangkan bisnis pembiayaan di kantor cabang guna 
memperoleh keuntungan yang optimal. 
4. Melakukan pembinaan keterampilan, kemampuan, dan sikap seluruh 
karyawan di Kantor Cabang. 
b. Mikro Marketing Manager (MMM) 
1. Melakukan kegiatan pemasaran untuk dana pembiayaan sebesar lima 
(5) juta sampai dengan 500 juta rupiah. 





3. Melakukan fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh 
anggota/karyawan di bawahnya seperti Collection Supervisor 
(Pengawas Penagihan), Area Support (Area Penunjang/Pembantu), 
Unit Head (Kepala Unit), Relation Officer (Penjaga Hubungan 
Nasabah), Sales Officer (Pemasar), Unit Financing Officer (Petugas 
Keuangan). 
c. Account Officer 
1. Membuat rencana kerja pembiayaan atas sektor yang dikelolanya dan 
bertanggung jawab atas pencapaiannya. 
2. Mempersiapkan dan melaksanakan rencana atas pembiayaan yang 
dikelolanya serta memantau hasil laba/pendapatan yang dapat dicapai. 
3. Melakukan penagihan serta pengawasan mulai dari pemberian 
pembiayaan hingga dilunasi oleh nasabah yang bersangkutan. 
4. Membina serta menjaga hubungan baik dengan pimpinan atau 
stakeholders perusahaan/instansi yang telah diberikan pembiayaan. 
d. Collection Officer (Penagih Tunggakan Pembiayaan) 
1. Melakukan penagihan kepada semua nasabah yang menunggak setelah 
batas waktu yang ditentukan. 
2. Menjalankan fungsi kordinasi dan komando dengan Pinca sebagai 






e. Operation Manager (Manajer Operasional) 
1. Membantu pimpinan cabang dalam penanganan kegiatan operasional 
kantor cabang dan membantu kelancaran pelayanan bidang operasional 
kepada nasabah. 
2. Mengelola kas, surat berharga, melakukan pergeseran kas antar unit 
kerja, memelihara pekerjaan register, memastikan rekening pinjaman, 
dan memastikan buku transaksi pinjaman. 
3. Melaksanakan verifikasi akhir transaksi tunai yang dilaksanakan 
sebelumnya oleh teller. 





















Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah serta kajian teori dan 
metodologi penelitian yang telah diuraikan, maka pada bab ini akan disajikan 
hasil penelitian melalui observasi berupa wawancara dan pengamatan langsung 
dengan informan yang dipilih. Informan tersebut adalah manajer operasional  
yang terkait langsung dengan proses pelaksanaan program Penghimpunan Dana 
Pihak Ketiga (D3) dan perhitungan bagi hasil di PT. Bank BRI Syariah cabang 
Makassar. Hal ini untuk menjamin validitas informasi yang disampaikan. 
5.1. Produk Penghimpunan DP3 Pada BRI Syariah 
5.1.1. Tabungan BRI Syariah IB 
Tabungan BRI Syariah IB merupakan tabungan dari BRI Syariah 
bagi nasabah perorangan yang menggunakan prinsip titipan dan 
dipersembahkan untuk nasabah yang menginginkan kemudahan dalam 
transaksi keuangan. 
Program Hujan Emas Tabungan BRI Syariah IB merupakan program 
yang memberikan kesempatan kepada nasabah pemilik Tabungan BRI 
Syariah IB untuk memperoleh hadiah emas murni sehingga total hadiah 
yang diberikan selama Program Hujan Emas Tabungan BRI Syariah IB 




Manfaat jenis tabungan ini yaitu nasabah bisa merasakan ketenangan 
serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena 
pengelolaan dana sesuai syariah 
Program ini didukung dengan FAEDAH (Fasilitas Serba Mudah), 
merupakan fasilitas-fasilitas menarik yang diberikan kepada Nasabah 
Tabungan BRISyariah iB berupa: 
1. Ringan, Setoran Awal Minimal Rp50.000 
2. Gratis Biaya Administrasi Bulanan Tabungan 
3. Gratis Biaya Bulanan Kartu ATM 
4. Gratis Biaya Tarik Tunai di ATM BRI 
5. Jaringan ATM Bersama & PRIMA 
6. Gratis Biaya Cek Saldo di ATM BRI 
7. Jaringan ATM Bersama & PRIMA 
8. Gratis Biaya Transfer di ATM BRI, Jaringan ATM Bersama & PRIMA 
9. Gratis Biaya Debit PRIMA 
5.1.2. Tabungan Haji BRI Syariah IB 
Tabungan ini adalah program yang ditawarkan BRI Syariah untuk 
memudahkan dalam hal mendanai aktivitas haji masyarakat. Adapun 
manfaat dari tabungan ini yaitu nasabah dapat menjadi lebih tenang, nyaman 






Adapun fasilitas yang diperoleh nasabah dalam mengikuti program  
ini yaitu: 
1. Aman, karena diikutsertakan dalam program penjaminan pemerintah 
2. Dapat bertransaksi di seluruh jaringan kantor cabang BRISyariah secara 
Online dengan SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu)   
3. GRATIS asuransi jiwa dan kecelakaan   
4. GRATIS biaya administrasi bulanan  
5. Bagi hasil yang kompetitif 
6. Pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang Anda dapatkan 
7. Dana tidak dapat ditarik sewaktu-waktu, tidak diberikan Kartu ATM 
8. Kemudahan dalam merencanakan persiapan ibadah haji Anda 
9. Tersedia Fasilitas Dana Talangan Haji BRISyariah iB yang merupakan 
solusi terbaik mempercepat ke Baitullah dengan persyaratan dan 
ketentuan mudah serta cepat 
5.1.3. Giro BRI Syariah IB 
Giro BRI Syariah IB merupakan simpanan untuk kemudahan 
berbisnis dengan pengelolaan dana berdasarkan prinsip titipan (wadi’ah yad 
dhamanah) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan 
Cek/Bilyet Giro. 




1. Online real time di seluruh kantor BRI Syariah 
2. Laporan dana berupa rekening koran setiap bulannya 
Adapun persyaratannya yaitu: 
1. Setoran awal Rp. 2.500.000,- (perorangan) dan Rp. 5.000.000,- 
(perusahaan) 
2. Biaya saldo minimal Rp. 20.000,- 
3. Saldo mengendap minimal Rp. 500.000,- 
5.1.4. Deposito BRI Syariah IB 
Deposito BRI Syariah IB adalah produk investasi berjangka kepada 
deposan dalam mata uang tertentu.  Adapun keuntungan dari produk ini 
yaitu dana dikelola dengan prinsip syariah sehingga shahibul maal tidak 
perlu kuatir akan pengelolaan dana 
Adapun persyaratan untuk menjadi nasabah pada produk BRI 
Syariah IB yaitu: 
Rekening atas nama perorangan: 
1. Minimal saldo pembukaan Rp.2.500.000,- 
2. Menyerahkan fotokopi identitas diri atau kuasanya (KTP/SIM/Paspor) 





3. Dalam hal pembukaan dan/atau klausul pembukaan rekening lainnya 
dikuasakan maka harus disertakan surat kuasa asli yang ditandatangani 
oleh pemberi kuasa dan pemegang kuasa di atas meterai yang cukup. 
4. Dokumen atau persyaratan lain sesuai yang diatur dalam Kebijakan Umum 
Operasi maupun Syarat dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening. 
Rekening atas nama perusahaan: 
1. Minimal saldo pembukaan Rp.2.500.000,- 
2. Menyerahkan fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor) yang masih 
berlaku dari pengurus badan usaha atau kuasanya. 
3. Dalam hal pembukaan dan/atau klausul pembukaan rekening lainnya 
dikuasakan oleh pengurus maka harus disertakan surat kuasa asli yang 
ditandatangani oleh pemberi kuasa dan pemegang kuasa diatas meterai 
yang cukup. 
4. Menyerahkan persetujuan para pengurus berwenang sesuai Anggaran 
Dasar bahwa penabung dapat bertindak untuk dan atas nama perusahaan 
dalam melakukan transaksi keuangan. Dengan demikian, tanda tangan 
pengurus yang mewakili harus dicantumkan dalam Kartu Contoh Tanda 
Tangan (KCTT). 
5. Menyerahkan fotokopi Akta Pendirian/Anggaran Dasar Perusahaan 
beserta perubahannya (jika ada), berta pengesahan Departemen 
Kehakiman. 
6. Menyerahkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan sejenisnya. 
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7. Menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 
8. Dokumen atau persyaratan lain sesuai yang diatur dalam Kebijakan Umum 
Operasi maupun Syarat dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening. 
5.2. Indikator Penentuan Diterapkannya Prinsip Syariah Pada Produk 
Penghimpunan Dana Pihak Ketiga dan Bagi Hasilnya Pada Bank BRI 
Syariah 
Berdasarkan data yang diperoleh, bank BRI Syariah menyiapkan 
beberapa produk dalam pengumpulan DP3 yaitu tabungan, giro, deposito, 
dan tabungan haji. Oleh karena di Indonesia terdapat satu (1) badan khusus 
yaitu Dewan Syariah Nasional di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia 
(MUI). Badan ini memiliki wewenang khusus untuk mengkaji dan mengatur 
hal-hal yang berkaitan tentang penerapan prinsip Syariah. Maka penerapan 
penghimpunan DP3 pada bank BRI Syariah dapat dibandingkan dengan 
fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI serta Standar Akuntansi 
Keuangan (SAK) yang berkaitan dengan perbankan syariah. 
5.3.  Analisis Penerapan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DP3) pada 
Bank BRI Syariah 
Dari hasil wawancara Penghimpunan Dana Pihak Ketiga pada PT. Bank BRI 
Syariah Cabang Makassar diperoleh data bahwa bank BRI Syariah dalam 
menjalankan aktivitas penghimpunan DP3 meluncurkan empat (4) produk yaitu 
tabungan BRI Syariah IB, tabungan haji BRI Syariah IB, giro BRI Syariah IB, dan 





tersebut yaitu wadi’ah yad dhamanah untuk produk tabungan BRI Syariah IB dan 
produk Giro BRI Syariah IB sedangkan prinsip mudharabah muthlaqah untuk 
produk tabungan haji BRI Syariah IB dan deposito BRI Syariah IB. Berdasarkan 
kebijakan umum perusahaan maka untuk sementara waktu BRI Syariah tidak 
menggunakan prinsip wadi’ah al-amanah dan mudharabah muqayyadah untuk 
produknya. 
Sekilas tidak terdapat perbedaan yang nampak dalam menggunakan prinsip 
wadi’ah dan mudharabah sebab baik wadi’ah maupun mudharabah, nasabah 
(shahibul maal) tetap memasukkan dananya ke bank. Namun apabila ditelusuri 
lebih jauh maka perbedaan yang mendasar dari kedua prinsip ini adalah niat dari 
sang nasabah. Dengan menggunakan prinsip wadi’ah dengan mengambil produk 
tabungan BRI Syariah IB dan giro BRI Syariah IB, nasabah tidak memiliki niat 
untuk memperoleh keuntungan dikarenakan telah menyimpan dananya di bank 
BRI Syariah sebab niat awalnya hanya terbatas pada menitip dana. Hal ini berbeda 
dengan prinsip mudharabah. Dengan menggunakan prinsip mudharabah dengan 
mengambil produk tabungan haji BRI Syariah IB dan deposito BRI Syariah IB 
maka nasabah sejak awal membuka rekening berniat untuk memperoleh 
keuntungan dari usahanya menabung di bank BRI Syariah. Apabila ia mengambil 
produk deposito maka ia berharap untuk memperoleh keuntungan bagi hasil dari 
aktivitas bisnis yang difasilitasi oleh bank BRI Syariah dan untuk tabungan haji 
nasabah memiliki harapan agar dapat berhaji. 
Analisis kesesuaian prinsip syariah dalam penghimpunan dana pihak ketiga 
pada bank BRI Syariah yang menjadi pembahasan utama dalam skripsi ini akan 
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penulis uraikan berdasarkan produk yang terdapat pada bank BRI Syariah 
terhadap konsep syariah yang berlaku. 
1. Tabungan BRI Syariah IB 
Ketentuan syariah terhadap prinsip wadi’ah yaitu penyimpan 
memiliki kewajiban untuk menyimpan dana dan diperbolehkan untuk 
menggunakan serta mengambil manfaat terhadap barang tersebut dan 
mengembalikan barang tersebut sesuai porsinya ke penitip barang. 
Namun bonus merupakan kebijakan dari bank sebagai penerima titipan 
tanpa ada ketentuan sebelumnya tentang jumlah yang akan diberikan 
baik dalam presentase maupun nominal yang tidak ditetapkan dimuka. 
Nasabah yang menggunakan produk ini dapat mengambil dananya setiap 
saat baik sebagian maupun seluruhnya dikarenakan niat awal penitip 
hanyalah terbatas pada menyimpan dananya. 
Aplikasi: Bank BRI Syariah menggunakan prinsip wadi’ah yad 
dhamanah pada produk tabungan BRI Syariah. Bank BRI Syariah 
mengambil dana titipan dari masyarakat pada produk tersebut namun 
tidak menjanjikan bonus di awal perpanjian serta nasabah dapat 
mengambil dananya kapan saja. Hal ini terlihat jelas dalam akad yang 
terlampir pada lampiran 5.1 halaman 58. 
Rukun transaksi dengan prinsip wadiah juga telah dipenuhi oleh 
BRI Syariah yakni adanya barang yang dititipkan yakni sejumlah uang 





itu sendiri, adanya orang yang menerima titipan yakni dari pihak bank, 
serta adanya ijab qabul. 
2. Giro BRI Syariah IB 
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa produk giro pada 
bank syariah menggunakan prinsip wadi’ah yad ad dhamanah dimana 
penyimpan memiliki kewajiban untuk menyimpan dana dan 
diperbolehkan untuk menggunakan serta mengambil manfaat terhadap 
barang tersebut dan mengembalikan barang tersebut sesuai porsinya ke 
penitip barang. 
Aplikasi: produk Giro BRI Syariah IB menggunakan prinsip 
wadi’ah yad dhamanah yaitu dana nasabah bersifat titipan pada bank 
BRI Syariah IB dan bank BRI Syariah berkewajiban menyimpan dana 
tersebut dan memiliki hak untuk mengelola dana rekening giro yang 
dititipkan dengan cara yang halal sebagaimana terdapat pada pasal 1 
Akad Pembukaan Rekening Giro Wadia’ah BRI Syariah. Namun 
demikian bank tidak ada kesepakatan ataupun penentuan di awal dari 
pihak bank terkait bonus yang akan diberikan kepada penitip 
sebagaimana terdapat pada lampiran 2 halaman 52. Dana dari rekening 
giro ini dapat diambil kapan saja dengan menggunakan cek atau bilyet 
giro. 
Kesimpulan: Berdasarkan data tersebut maka dapat dikatakan bahwa produk 
tabungan BRI Syariah IB dan giro BRI Syariah IB dilakukan dengan prinsip 
wadi’ah yad dhamanah. Hal ini dikarenakan produk tabungan dan giro pada bank 
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BRI Syariah bersifat titipan. Oleh karena itu dapat dianalisa kesesuaian prinsip 
wadi’ah yad dhamanah berdasarkan teori yang ada dengan penerapan yang 
dilakukan oleh bank BRI Syariah. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 5.2.  
Tabel 5.1. Perbandingan kesesuaian prinsip wadi’ah yad dhamah berdasarkan 
teori dengan penerapan pada bank BRI Syariah 
 
Dapat dilihat bahwa penerapan penghimpunan DP3 tidak bertentangan dengan 
ketentuan syariah yang berlaku. 
No Prinsip Wadi’ah yad dhamanah Penerapan produk Tabungan dan 
Giro pada bank BRI Syariah  
1. Dana yang dititip menjadi tanggung 
jawab pihak yang dititip 
Bank bertanggung jawab penuh atas 
dana nasabah pada kedua produk 
tersebut 
2. Dana yang dititip bisa digunakan 
untuk modal usaha dengan 
persetujuan dari penitip/pemilik 
dana 
Pada saat pembukaan rekening, 
nasabah menyepakati bahwa dana 
yang dititip dapat digunakan oleh 
bank untuk usaha yang halal 
3. Pihak penitip tidak berkehendak 
untuk mengambil keuntungan atas 
dana yang dititip tersebut 
Nasabah menabung di bank BRI 
Syariah karena kemudahan 
bertransaksi yang ditawarkan. Salah 
satu contohnya adalah bebas biaya 
transfer ke seluruh bank berbeda 





Oleh karena itu, penerapan produk tabungan dan giro pada Bank BRI 
Syariah dianjurkan oleh Islam dan tidak menyimpang dari syariah Islam. 
 
3. Tabungan Haji BRI Syariah IB 
Tabungan haji merupakan salah satu produk yang menggunakan 
akad mudharabah dikarenakan tabungan haji merupakan tabungan yang 
bersifat investasi. Seorang yang menabungkan dananya pada tabungan 
haji berharap untuk dapat berhaji dari tabungan haji yang rutin disetorkan 
ke bank. Oleh karena itu, rukun tabungan haji menerapkan rukun yang 
juga ada pada prinsip mudharabah yaitu adanya shahibul maal (pemilik 
modal) dan mudharib (pengelola), adanya usaha yang akan dibagi 
hasilkan, ada nisbah, dan adanya ijab Kabul. 
Aplikasi: produk tabungan haji pada bank BRI Syariah 
menggunakan prinsip mudharabah muthlaqah dengan tidak adanya 
batasan bagi bank untuk melakukan usaha serta menyalurkan dananya 
secara halal. Bank BRI Syariah juga secara jelas memberitahukan nisbah 
bagi hasil dengan besaran tertentu kepada nasabah atas kesepakatan yang 
tercantum dalam akad yang ditandatangani oleh kedua pihak. Pihak bank 
tidak dapat mencegah apabila suatu saat nasabah berkeinginan 
mengambil dana yang terdapat pada tabungan haji dikarenakan alasan 
tertentu. Namun demikian, pihak dalam hal ini bertindak sebagai 
mudharib (pengelola) berkewajiban memungut denda dari nasabah 
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sebesar Rp 100.000 yang dananya tidak diakunkan pada akun pendapatan 
melainkan pada akun tersendiri yang tidak menaikkan jumlah pendapatan. 
4. Deposito BRI Syariah IB 
Produk deposito pada bank syariah menggunakan prinsip 
mudharabah dikarenakan produk ini bersifat investasi. Seorang yang 
mendepositokan dananya berharap adanya imbal bagi hasil atas usaha 
yang difasilitasi oleh pihak bank selaku mudharib (pengelola). Oleh 
karena itu, rukun produk deposito ini mirip seperti produk tabungan haji 
pada bank syariah, yaitu adanya shahibul maal (pemilik modal) dan 
mudharib (pengelola), adanya usaha yang akan dibagi hasilkan, ada 
nisbah, dan adanya ijab kabul. 
Aplikasi: produk deposito pada bank BRI Syariah menggunakan 
prinsip mudharabah muthlaqah dengan tidak adanya batasan bagi bank 
untuk melakukan usaha serta menyalurkan dananya secara halal. Bank 
BRI Syariah juga secara jelas memberitahukan nisbah bagi hasil dengan 
besaran tertentu kepada nasabah atas kesepakatan yang tercantum dalam 
akad yang ditandatangani oleh kedua. Dana yang didepositokan ke dalam 
sebuah rekening berlaku dalam jangka waktu tertentu. Namun demikian, 
pihak bank tidak dapat mencegah apabila suatu saat nasabah berkeinginan 
mengambil dana yang terdapat pada produk deposito dikarenakan alasan 
tertentu sehingga mudharib (pengelola) berkewajiban memungut denda 
dari nasabah dengan besaran tertentu yang dananya tidak diakunkan pada 





jumlah pendapatan. Akun tersebut dinamakan sebagai Dana Kebajikan 
dan dalam laporan keuangan terpisah dari laporan laba-rugi ataupun 
neraca. 
Kesimpulan: Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa produk tabungan 
haji dan deposto pada bank BRI Syariah menerapkan prinsip mudharabah 
muthlaqah. Hal ini dapat dilihat dari persamaan kedua produk tersebut yang 
bersifat investasi. Oleh karena itu, dapat dianalisa keseuaian prinsip mudharabah 
muthalaqah terhadap penerapannya pada produk tabungan haji dan deposito pada 
bank BRI Syariah. Hal ini dapat dilihat pada tabel 5.3. 
No. Prinsip Mudharabah Muthlaqah 
Penerapan produk tabungan Haji 
dan Deposito pada bank BRI 
Syariah 
1. Dana yang dititip menjadi 
tanggung jawab pihak dititipi 
Bank bertanggung jawab penuh atas 
dana nasabah 
2. Dana yang ada digunakan untuk 
modal usaha 
Kedua produk ini pada dasarnya 
bersifat investasi dan dikelola untuk 
usaha yang jelas kehalalannya 
3. Pemilik dana berhak mendapat 
bagian dari hasil usaha atas dana 
yang diberikan 
Pihak bank dan nasabah 
menyepakati nisbah bagi hasil untuk 
kedua pihak pada saat nasabah 
menyerahkan dananya 
Tabel 5.2. Perbandingan kesesuaian prinsip mudharabah muthlaqah berdasarkan 
teori dengan penerapan pada bank BRI Syariah. 
Oleh karena itu, penerapan produk tabungan dan giro pada Bank BRI 
Syariah dianjurkan oleh Islam dan tidak menyimpang dari syariah Islam. 
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5.4. Analisis Kesesuaian Prinsip Syariah Terhadap Perhitungan Bagi Hasil 
Pada Bank BRI Syariah 
Berdasarkan Fatwa DSN No.15 poin ke-1 terkait Prinsip Distribusi Bagi 
Hasil pada perbankan syariah dinyatakan bahwa perbankan syariah boleh 
menerapkan prinsip bagi hasil (net revenue sharing) maupun bagi untung (profit 
sharing). Namun penjelasan lebih jauh pada poin ke-2 bahwa DSN lebih 
menganjurkan untuk menggunakan prinsip bagi hasil (net revenue sharing). 
Profit sharing merupakan perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada laba, 
yaitu pendapatan usaha dikurangi seluruh beban usaha. Dalam hal ini semua pihak 
yang terlibat dalam akad akan memperoleh bagian sesuai dengan laba yang 
diperoleh bahkan tidak mendapatkan laba apabila pengelola laba mengalami 
kerugian. Dapat dilihat unsur keadilan dalam berusaha betul-betul diterapkan, bila 
laba besar maka pemilik juga mendapatkan bagian besar dan sebaliknya. Namun 
kelemahannya adalah ketika keseluruhan biaya tanpa adanya batasan menjadi 
kewenangan pihak bank untuk mengelolanya maka secara langsung porsi bagian 
laba bersih untuk dibagikan akan lebih kecil. Selain itu, jika model profit sharing 
yang digunakan maka pihak bank dapat dengan leluasa untuk mengeluarkan biaya 
untuk pengembangan usaha tanpa melihat pengaruh pengeluaran biaya tersebut 
akan berdampak pada pengurangan porsi bagi hasil pada nasabah. 
Berbeda dengan profit sharing, net revenue sharing merupakan perhitungan 
bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan usaha dikurangi dengan beberapa 
komponen beban. Sesuai Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan 





“Penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha 
menggunakan dasar kas. Dalam hal prinsi, pembagian hasil usaha 
berdasarkan bagi hasil, pendapatan atau hasil usaha yang dimaksud adalah 
keuntungan bruto (gross profit)”. 
 
Dengan demikian dalam distribusi bagi hasil, dari sisi bank sebagai pengelola 
dana (mudharib), net revenue sharing pada Fatwa DSN adalah keuntungan bruto 
(gross profit). 
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 paragraf 11 
menyatakan bahwa pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan 
berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba dan jika berdasarkan prinsip bagi 
hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan 
total pendapatan usaha sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar 
pembagian adalah laba neto (net profit) yaitu laba bruto dikurangi beban yang 
berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. 
Secara sederhana, perbedaan antara Revenue Sharing, Net Revenue Sharing, 
dan Profit Sharing dapat dilihat pada tabel 5.3. 
URAIAN JUMLAH METODE BAGI 
HASIL 
Penjualan 1000 Revenue Sharing 
Harga Pokok Penjualan 600  
Laba Kotor 400 Net Revenue Sharing 
Beban 200  
Laba (Rugi) Bersih 200 Profit Sharing 




 Pada perhitungan bagi hasil dengan menggunakan metode net revenue 
sharing, pendapatan yang dihasilkan dari penggunaan DP3 akan dibagi setelah 
dikurangi seluruh biaya yang dikeluarkan akibat aktivitas penggunaan DP3 seperti 
biaya administrasi, bonus karyawan serta hal-hal yang berkaitan dengan 
penggunaan DP3. Dari segi kemaslahatan sesuai ketentuan DSN maka jelas 
bahwa net revenue sharing lebih adil bagi pihak bank dan pihak nasabah. Hal ini 
dapat dilihat ketika pendapatan dari penggunaan DP3 meningkat maka porsi bagi 
hasil untuk nasabah juga ikut meningkat dengan tetap memperhatikan komponen 
biaya yang menjadi factor pengurang terhadap penggunaan DP3. Dalam hal ini, 
pihak bank tidak terlalu dibebani tanggungan biaya sebab biaya ditanggung oleh 
pihak bank dan nasabah. Hal ini yang tidak terdapat pada prinsip revenue sharing. 
Pada pinsip revenue sharing, selain biaya dibebankan oleh kedua belah 
pihak namun ada juga komponen biaya yang tidak dibebankan oleh nasabah 
melainkan menjadi tanggung jawab pihak bank seperti biaya operasional yang 
tidak ada kaitannya terhadap penggunaan DP3. Hal ini akan berdampak pada 
sikap bank untuk lebih berhati-hati dalam mengelola DP3 sehingga risiko 
kerugian menjadi kecil.  
Oleh karena itu, penerapan prinsip net revenue sharing pada proses bagi 
hasil di bank syariah mampu melindungi nasabah dari risiko kerugian usaha dan 
di sisi lain juga membantu bank untuk bersama-sama menanggung biaya yang 
juga merupakan tanggung jawab nasabah karena berkaitan dengan aktivitas 
penggunaan DP3. Kedua hal ini yang tidak diperoleh pada prinsip revenue 





Bank BRI Syariah menerapkan metode Net Revenue Sharing, hal ini dapat 
dilihat dari laporan keuangan serta catatan atas laporan keuangan untuk tahun 
yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010. Pada catatan atas 
laporan keuangan poin 2 tentang ikhtisar kebijakan akuntansi dinyatakan bahwa: 
“Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer merupakan bagian 
bagi hasil milik pihak ketiga yang didasarkan pada prinsip mudharabah 
mutlaqah atas pengelolaan dana mereka oleh Bank. Pendapatan yang 
dibagikan adalah pendapatan yang telah diterima (cash basic). Bagian laba 
bank yang dibagikan kepada nasabah dihitung dari laba bruto (gross 
profit) yang telah diterima.” 
Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh DSN bahwa demi kemaslahatan 
maka perbankan syariah harus lebih mengutamakan net revenue sharing. Lebih 
jauh PSAK No. 105 dan KDPPLKS paragraph 42 menjelaskan bahwa yang 

















Setelah melakukan penelitian dengan menggunakan indikator aplikasi 
rukun wadi’ah dan mudharabah maka penulis menarik kesimpulan bahwa: 
1. Bank BRI Syariah untuk keempat produk yang ada hanya menerapkan 
dua prinsip yaitu prinsip wadi’ah yad ad dhamanah dan mudharabah 
muthlaqah. Prinsip wadi’ah yad ad dhamanah untuk produk tabungan 
BRI Syariah iB dan Giro BRI Syariah iB. Sedangkan penggunaan 
prinsip mudharabah muthlaqah digunakan untuk produk tabungan haji 
BRI Syariah iB dan deposito BRI Syariah iB. 
2.  Perbedaan yang mendasar antara prinsip wadi’ah dan mudharabah 
terletak pada niat nasabah dalam menempatkan uangnya di bank. 
Nasabah yang menyimpan dananya di bank BRI Syariah melalui 
produk tabungan dan giro BRI Syariah IB tidak berniat mengambil 
keuntungan atas penempatan dananya di bank tersebut dikarenakan 
niatnya hanya terbatas pada menitipkan dana. Hal ini sesuai dengan 
prinsip wadi’ah. Berbeda dengan hal tersebut, apabila nasabah 
menempatkan dananya di bank BRI Syariah melalui produk tabungan 
haji dan deposito BRI Syariah IB maka niatnya adalah untuk 
mengambil keuntungan atas penempatan dananya di bank tersebut 






difasilitasi oleh bank BRI Syariah. Hal ini sesuai dengan prinsip 
mudharabah.  
3. Penerapan pemungutan dana pihak ketiga pada bank BRI Syariah 
cabang Makassar telah sesuai dengan konsep syariah yang ditetapkan 
oleh Dewan Syariah Nasional. Walau dalam aplikasinya terdapat hal-
hal yang kurang sesuai dengan prinsip syariah seperti penjelasan 
beberapa karyawan bank BRI Syariah yang menyamakan antara bunga 
dan bagi hasil dengan alasan untuk mempermudah penyampaian. 
4. Bank Indonesia sebagai pembuat aturan perbankan di Indonesia tidak 
membuat perhitungan baku terhadap perhitungan bagi hasil. Rumus 
perhitungan bagi hasil diserahkan kepada masing-masing bank Syariah 
dengan ketentuan Fatwa DSN 15/DSN-MUI/IX/2000 yaitu dengan 
menggunakan prinsip Bagi Hasil (Net Revenue Sharing). 
6.2. Saran 
1. Penulis menyarankan kepada bank BRI Syariah untuk dapat 
mengembangkan produk yang lebih inovatif sesuai dengan kebutuhan 
pasar. Penghimpunan dana pihak ketiga juga diharapkan dapat 
menggunakan prinsip wadi’ah al amanah dan mudharabah 
muqayyadah. Kedepannya diharapkan agar bank BRI Syariah dapat 
membuat sebuah usaha yang langsung dikelola oleh grup dari bank 
BRI Syariah sehingga fungsi BRI Syariah di sini tidak terbatas pada 
61 
 
lembaga perantara namun sebagai pengelola sepenuhnya atas dana 
yang disimpan pada bank BRI Syariah. 
2. Para karyawan bank BRI Syariah diberi bekal pemahaman yang cukup 
tentang syariah Islam dan hal-hal yang berkaitan dengan perhitungan 
bagi hasil serta perbedaannya dengan sistem bunga yang diterapkan 
oleh perbankan konvensional agar dapat menjelaskan prinsip bagi hasil 
dengan jelas kepada nasabah dan tidak menyamakan kedua hal 
tersebut. 
3. Bank Indonesia sebaiknya membuat rumus perhitungan bagi hasil yang 
baku dan menjadi pedoman perhitungan untuk seluruh perbankan 
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